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MOTTO: 

 

Saat Allah mendorongmu ketebing 

Yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi 

Mungkin saja Ia akan menangkapmu 

Atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang. 

 

-Anonim- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi dari tahun ke 

tahun angka atau persentase selalu meningkat terjadi di Indonesia dengan 

berbagai sistem yang dilakukan oleh setiap pelaku dengan modus operandi 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antara sekian banyak 

kejahatan yang terjadi sebagian pelaku berupaya sejak awal menghilangkan 

alat bukti serta jejak agar bisa lolos dari perbuatannya. Dalam lingkup wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kasus tindak pidana pembunuhan 

mengalami fluktuasi dari tahun 2013 terdapat 145 kasus pembunuhan, tahun 

2014 terdapat 224 kasus pembunuhan, dan pada tahum 2015 terdapat 161 

kasus pembunuhan. 1 

Secara nasional tindak pidana pembunuhan pada tiga tahun terakhir 2016-

2018 juga mengalami fluktuasi angka, pada 2016 terdapat 1.197 kasus 

 
1 https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf 

diakses pada 18 februari 2019, pukul 11.30 WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf


 
 

 

pembunuhan, 2017 terdapat 783 perkara kasus pembunuhan kemudian untuk 

2018 sampai dengan oktober 2018 tercatat sebanyak 625 kasus pembunuhan.2 

 Pelaku Tindak pidana pembunuhan umumnya melakukan upaya dengan 

menghilangkan alat bukti sidik jari. Dalam penegakan hukum di Indonesia 

pelaksanaan rangkaian beracara pidana, sebagaimana dalam penyelesaian 

kasus-kasus tindak pidana kejahatan tentunya melalui proses penyelidikan 

yang akan menimbulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang berfungsi sebagai 

petunjuk untuk menemukan ataupun mengungkap tersangka.3 

 Untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahswa suatu tindak pidana 

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. 

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran, hukum acara pidana 

memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada 

dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.  

Agar mencapai tujuan tersebut hukum acara pidana harus menggunakan 

alat bukti yang sah, sebagaimana merujuk pada pasal 184 KUHAP yang 

 
2 https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-

menurun-dibanding-2017 diakses pada 18 februari 2019, pukul 12.50 WIB 
3Romli Atmasasmita, Bungai Rampai Kriminologi ,CV. Rajawali, Jakarta, 1984, 

Hlm. 109 

https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017
https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017


 
 

 

terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterawangan terdakwa. Untuk menentukan serta mengungkap identitas dari 

tersangka pelaku tindak kejahatan ada kalanya tindak kejahatan tersebut harus 

menggunakan ilmu dactyloscopy sebagai alat bukti di pengadilan.  

Ilmu dactylosopy adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk 

keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis 

yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki. 

Diharapkan dengan adanya alat bantu ilmu dactyloscopy proses peradilan 

berjalan dengan semestinya agar dalam hal pembuktian mencari kebenaran 

sejauh yang bisa dicapai oleh manusia dengan tanpa harus mengorbankan hak-

hak seseorang bisa tercapai dengan rasa keadilan serta kesimbangan dimata 

hukum. 

Tindak pidana yang memerlukan ilmu dactyloscopy sebagai alat 

pembuktian misalnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ataupun 

berencana dan kejahatan lain sebagainya. Berpatokan pada sekian banyak 

modus operandi suatu tindak pidana, kadang-kadang pelaku sendiri tidak 

mengetahui ataupun bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa aksi 

kejahatannya dapat meninggalkan jejak di mana tempat di lakukannya tindak 

pidana kejahatan tersebut. Jejak yang akan tertinggal di tempat kejadian 

perkara di kenal dengan apa yang disebut sidik jari latent. Sidik jari latent 



 
 

 

akan sangat penting artinya bagi seorang penyidik untuk mengungkap suatu 

kasus dan sekaligus menentukan siapa pelaku sebenarnya.4 

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi 

yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara” 

memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung 

jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang 

pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memnuhi 

“syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) 

menurut penjelasan pasal 6 ayat (2) kedudukan dan kepangkatan penyidik 

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, KUHAP sendiri belum 

mengatur syarat yang dikehendaki pasal 6.5 

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat 

peyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 sudah ada, dan telah 

ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 yang 

diatur dalam Bab II syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik 

kepolisian.6 

Seorang penyidik mengambil sidik jari dari seseorang hendaknya berhati-

hati, teliti dan jangan hanya menuruti kehendak dari orang yang akan diambil 

 
4 M. Karjadi, Op.cit. Hlm. 60 
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.110 
6Ibid, Hlm. 111  



 
 

 

sidik jarinya. Apabila hal tersebut terjadi tentu saja akan sangat merugikan 

pihak penyidik sendiri, karena akan dapat mengakibatkan kurang jelasnya 

garis-garis papil. Semakin banyak sidik jari yang diambil akan semakin 

lengkap pula arsip sidik jari yang dimiliki oleh pihak kepolisian, karena 

apabila suatu saat ter jadi kasus tindak kejahatan yang pembuktiannya 

menggunakan sidik jari, maka akan sangat membantu sekali dalam proses 

penyidikan dan peradilan pidana.7 

Untuk itu seluruh aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-

ilmu forensic bukan berarti mereka harus terdiri dari para ahli forensic, tetapi 

mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui 

proses pendidikan dan latihan (diklat). Dengan demikian pemeriksaan tempat 

kejadian perkara menjadi lebih mudah dilakukan dan penting karena 

memegang peran yang cukup penting dalam mengungkap suatu perkara. 

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka 

penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang 

berjudul: “PENGGUNAA SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) SEBAGAI 

ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PEMBUNUHAN”. 

 

 
7 Andi Hamzah, Op.cit Hlm.26-27 



 
 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah fungsi alat bukti sidik jari (dactyloscopy) dalam 

mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan? 

2. Apakah ada faktor penghambat pihak kepolisian dalam proses 

penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan 

ilmu sidik jari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi sidik jari (dactyloscopy) 

dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menghambat penyidikan 

menggunakan ilmu sidik jari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang 

Penggunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Sebagai Alat Bukti Dalam 

MengungkapTindak Pidana Pembunuhan;. 

 

 

 



 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber 

informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah 

bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

 

E. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka 

yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi mengkaji 

tentang Penggunaan sidik jari (dactyloscopy) sebagai alat bukti dalam 

mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori pembuktian 

Proses pembuktian pada hakekatnya memang lebih dominan pada sidang 

di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi 

dan memberikan putusan seadil mungkin.8 

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal 

beberapa  teori pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana 

dibedakan menjadi 4 macam yaitu: 

 
8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 

249 



 
 

 

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positive 

wettelijk bewijstheorie)    

  Sistem pembuktian berdasarkan alat bukti undang-undang 

secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan 

kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan 

sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka 

keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut 

teori pembuktian formal (formele bewijstheorie) 

 

2. Teori pembuktian  berdasarkan keyakinan hakim semata-mata 

(Conviction Intime) 

Sistem ini diartikan sebagai pembuktian berdasarkan 

keyakinan hakim yang didasarkan pada hati nuraninya sendiri. Teori 

pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

menjatuhkan suatu putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah 

menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak 

sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. 

 

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alas an yang logis 

(Conviction Raisonnee) 

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-



 
 

 

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang 

logis, yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian 

tertentu. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas 

untuk menyebut alas an-alasan keyakinannya (vrije bewijstorie). 

 

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk) 

Disebut wettelijk oleh karena kesalahan terdakwa harus 

dibuktikan dari adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Sedangkan disebut negative karena adanya alat-alat bukti 

tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu saja belum 

mewajibkan (hakim tidak boleh percaya) hakim untuk menyatakan 

telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. 

Dengan kata lain penilaian kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang 

telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada 

hakim.9 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum 

(structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum 

 
9 Andi Hamzah, Op.cit, hlm.251 



 
 

 

(legal culture).Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi 

hukum meliputi perngakat perundang-undangan dan budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup (living law) yang di anut dalam suatu 

masyarakat.10 

Inti dan arti penegkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan  

hukum yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

b. Faktor penegak hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

d. Faktor masyarakat 

e. Faktor kebudayaan11 

 

 

 

 

 
10 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 7 
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 8 



 
 

 

G. Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai 

sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka 

metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan 

kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.12 

Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenernya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk 

menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah 

data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.13 

 

2.  SumberData 

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. 

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasi penelitian 

lapangan (field research)  

 
12 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, 

Hlm. 15 
13 Ibid, Hlm. 16 



 
 

 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (library 

research) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun 

dari berbagai sumber tulisan lainnnya. Data sekunder ini terbagi 

menjadi tiga bagian yakni :14 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari : 

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

e. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

KUHAP; 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari : 

a. Buku-buku yang terkait dengan hukum; 

b. Artikel jurnal hukum; 

c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 

d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam 

penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi 

seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literature-

literatur hukum. 

 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelittian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2008, Hlm. 51 



 
 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara 

penelitian kepustakaan (library research) yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan 

dokumen resmi.15 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul 

data (pewawancara) dengan sumber data (informan).16 

 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kepolisian Kota Palembang pada 

instansi Polda Sumatera Selatan. Alasan saya memilih instansi tersebut 

karena ada banyak masalah yang sedang terjadi dan dihadapi, pastinya akan 

lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini. 

 

 

 

 
15 Zainuddin, Op.Cit, Hlm. 107 
16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005, Hal. 
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5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Seksi Identifikasi 

Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang 

menangani kasus tindak pidana pembunuhan. 

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Hal ini dilakukan 

dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, 

dalam penentun sampel sebagai informan digunakan cara yang 

sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan 

kedudukan dan kecakapan. 

Adapun sampel yang diambil diantaranya: 

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera 

Selatan. 

2. Kepala Seksi Identifikasi Reserse Kriminal Umum Kepolisian 

Daerah Sumatera Selatan. 

 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode analisis data 

secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian 

yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan 



 
 

 

secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang 

utuh.17 Dengan demikian maka data dan jawaban yang diperoleh akan di 

pahami dengan baik dan benar untuk penelitian skripsi ini. 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun 

sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik 

kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah 

cara mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari 

pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari 

pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik maknanya 

dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm. 250 
18Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Edisi kesatu), Kencana, Jakarta, 2010, 

Hlm. 202 
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